BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 175 /TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ORGANISASI

Menimbang:

Mengingat

KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Bahwa agar fungsi Organisasi Kemasyarakatan dapat
berjalan secara optimal sebagaimana tercantum dalam
Pasal 6 indang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
dan sesuai dengan Pasal 26 huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan maka dipandang perlu
untuk membentuk wadah komunikasi lintas organisasi
masyarakat dalam bentuk Forum Komunikasi
Organisasi Kemasyarakatan (FORKOMAS) Kabupaten
Bengkayang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a,; perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum
Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan (FORKOMAS).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inonesia Nomor 67357);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Orgnisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga
Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5959);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6084);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017
tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi
Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN

FORUM KOMUNIKASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1

w N

(1)

(2)

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.

. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah

organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

. Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan yang disebut juga

(FORKOMAS) adalah wadah komunikasi, berbagi informasi dan berkoordinasi
yang bersifat antar/lintas Organisasi Kemasyarakatan dibawah koordinator
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL).

. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar

kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan
peraturan perundang-undang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembentukan
Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan, untuk meningkatkan
efektifitas Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan baik
yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum yang berkedudukan
dan tercatat melakukan aktifitas kegiatan di wilayah Kabupaten
Bengkayang.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. panduan Pembentukan Forum Komunikasi Ormas;

b. menjamin aktifitas Ormas berjalan secara efektif dan efesien sesuai
dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan
perundang-undangan;
meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas; dan
. menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas ;

a0
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BAB III

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 3

Pembentukan Forkomas dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Ormas.

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

(1)

Pasal 4

Forum Komunikasi Ormas dapat dibentuk dalam 1 (satu) forum atau lebih
disesuaikan dengan pertimbangan efektifitasnya.

Dalam hal forum dibentuk dalam 1 (satu) Forum maka susunan
kepengurusan sebagai berikut :

Penasehat

Pembina

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Bendahara

Koordinator

. Anggota

TRM0 Q0o

Jumlah Koordinator sebagaimana pasal (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam hal forum dibentuk lebih dari 1 (satu) forum maka susunan
kepengurusan sebagai berikut :

Penasehat

Pembina

Ketua

Wakil ketua

Sekretaris

Bendahara

g. Anggota

mo a0 o

Pelibatan Ormas sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan
pemerintah disesuaikan dengan tujuan Ormas dengan pembiayaan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
Kepengurusan Forum Komunikasi Ormas dipilih dari, dan oleh anggota.

Anggota yang dapat dipilih sebagai pengurus forum komunikasi adalah:

a. pengurus ormas yang telah memiliki legalitas berupa Surat Keterangan
Terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri dan Pengesahan Badan
Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, bagi ormas yang berbadan
hukum.

b. ormas tersebut berdomisi di wilayah Kabupaten Bengkayang dan telah
melaporkan keberadaannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Melapor.

c. masa kepengurusan masih aktif; dan

d. bukan merupakan Ormas asing.

Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan Pejabat
Pemerintah Daerah.

Pasal 6
Masa kepengurusan FORKOMAS paling lama 5 tahun



(2)
(3)
(4)

(4)

(1)
(2)

(4)

(5)

(6)

Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa kepengurusan berakhir maka
dapat dilakukan musyawarah pemilihan pengurus ormas yang baru.
Pengurus yang sudah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali paling
lama untuk 2 (dua ) periode

Susunan kepengurusan dan masa jabatan kepengurusan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Dikecualikan Penasehat dan pembina adalah pejabat pemerintah daerah
yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pembinaan ormas

BAB IV
PEMBERDAYAAN FORUM KOMUNIKASI ORGANISASI MASYARAKAT

Pasal 7

Bupati melakukan pemberdayaan Forum Komunikasi Ormas untuk
meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
Dalam melakukan pemberdayaan Forum Komunikasi Ormas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Bupati menghormati dan mempertimbangkan
aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemberdayaan Forum Komunikasi Ormas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui :

a. fasilitas kebijakan

b. penguatan kapasitas kelembagaan;

c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;

d. pelibatan aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah,

e. pelibatan aktif dalam perencanaan kebijakan yang bersifat mengatur

kehidupan masyarakat;
f. pelibatan aktif dalam pendidikan pada masyarakat; dan
g. pelibatan aktif dalam pengawasan masyarakat.

Fasilitas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa
peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dapat berupa :

penguatan manajemen organisasi;

penyediaan data dan informasi;

pengembangan kemitraan;

dukungan keahlian, program, dan pendampingan;

penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;

pemberian penghargaan dan/atau;

g. penelitian dan pengembangan.

me a0 op

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c dapat berupa :

a. pendidikan dan pelatihan;

b. pemagangan; dan/atau

c. kursus.

Pelibatan aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah

sebagaimana ayat (3) huruf d dapat berupa:

a. ikut terlibat langsung dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan;

b. menyampaikan ide, masukan tertulis terkait dengan perencanaan
pembangunan melalui saluran aspirasi yang ada baik melalui



(10)

(1)

(2)

(1)

(2)

Organisasi Perangkat Daerah maupun melalui lembaga legislatif
daerah.

Pelibatan aktif dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah yang

bersifat mengatur masyarakat sebagaimana ayz.it (3) huruf e dapat berupa.

a. ikut terlibat aktif dalam merumuskan kebijakan daerah yang bersifat
mengatur kehidupan dalam masyarakat; dan .

b. memberikan masukan, ide, pertimbangan secara tertuhg atas
kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang sifatnya
mewajibkan konsultasi publik.

Pelibatan aktif dalam pendidikan masyarakat sebagaimana ayat (3) huruf f

dapat berupa : . N

a. sosialisasi Peraturan, kebijakan dan kearifan yang bernilai positif pada
masyarakat;

b. pendampingan pada masyarakat; _

c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada masyarakat sesuai
ketentuan;

d. mendorong partisipasi masyarakat;

e. mendorong semangat gotong royong masyarakat; dan

f. mendorong semangat kepedulian.

Pelibatan aktif dalam pengawasan sebagaimana ayat (3) huruf g dapat

berupa:

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah
yang berdampak pada masyarakat; dan

b. melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, kelompok
masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Pasal 8

Dalam hal pemberdayaan, Forum Komunikasi Ormas dapat bekerja sama
atau mendapat dukungan dari Ormas, Forum Komunikasi Ormas lainnya,
masyarakat, dan/atau swasta.

Kerja sama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan
operasional organisasi serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab Forum Komunikasi Ormas dalam rangka pemberdayaan dan
pendayagunaan sesuai Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh
Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara teknis operasional Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait :

a. kegiatan teknis lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan
perencanaan pembangunan daerah, penyusunan kebijakan pemerintah
daerah yang bersifat mengatur masyarakat, pendidikan dan pengawasan
serta dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; dan

b. kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas/tanggung
jawab yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Ormas.



(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring dan Evaluasi Forum Organisasi Kemasyarakatan di lakukan oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.
Monitoring dan Evaluasi Forum Organisasi Kemasyarakatan meliputi:

a. monitoring dan evaluasi secara reguler; dan

b. monitoring dan evaluasi secara insidentil.

Monitoring dan Evaluasi secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dilaksanakan setiap triwulan.

Monitoring dan evaluasi secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat

2 huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk menindaklanjuti

pengaduan dan penyelenggaraan sengketa ormas.

Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati, yang

dipergunakan :

a. untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi aktifitas FORKOMAS sesuai
dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas FORKOMAS; dan

c. sebagai bahan pertimbangan keputusan kebijakan Bupati terhadap
pencabutan legalitas FORKOMAS.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 11

Forum Komunikasi Ormas melaporkan hasil Kegiatannya secara berkala
kepada Bupati Bengkayang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

Bupati melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala
setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan FORKOMAS dapat bersumber dari :

Ao o

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi ;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
Iuran anggota FORKOMAS;

Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak bersifat mengikat.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 19 MoVusma 2022

BUPATI BRINGGKAYANG,
TTD

SEBASTNANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada Tanggal 14 Novewbur 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TTD

PINUS SAMSJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR: 17

Salinan sesuai dengan aslinya
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